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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengurus
dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan asal-usul dan kearifan lokalnya
masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014. Desa dapat dicerminkan dengan dua gambaran utama, yaitu 1) secara
sosiologis, desa dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu
dimana orang-orangnya saling mengenal dengan corak kehidupan yang homogen
dan banyak bergantung pada alam. 2) desa dilihat sebagai organisasi kekuasaan
yang secara politis memiliki wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan
(Handono, 2015). Dengan demikian, desa dapat dibedakan dari wilayah perkotaan
salah satunya dilihat dari corak kehidupan yang homogen, sehingga berdampak
juga pada pelaksanaan pembangunannya yang relatif lebih lambat dibandingkan
dengan wilayah perkotaan.

Peran desa dalam kemajuan bangsa menjadi aspek yang sangat mendasar
ketika membicarakan perkembangan di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun
kebudayaan (Septaning Rena Julika, 2018). Peran masyarakat dalam mewujudkan
perkembangan desa sudah selayaknya harus benar benar diperhatikan dengan
seksama, diskriminasi dan eksklusi terhadap masyarakat hanya akan
memperlambat perkembangan suatu desa itu sendiri. Terbentuknya desa atas

prakarsa masyarakat dan kewenangannya pun juga dari masyarakat, dimana
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prakarsa dan kewenangan tersebut diakui dan dihormati oleh negara (Nugroho et
al., 2022).

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya strategis
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Keterlibatan Masyarakat dalam memajukan desa merupakan hal penting yang harus
diperhatikan secara serius, sebab adanya diskrimnasi maupun pengecualian
terhadap warga hanya akan menghambat laju Pembangunan itu sendiri. (Agus
Pranoto, 2022). Karena, desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Pierson (dalam Maftuhin,
2017:97) Inklusi sosial dalam pembangunan desa menjadi aspek krusial untuk
memastikan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti
perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, mendapatkan akses
yang adil terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan yang ada. Inklusi sosial
ini tidal hanya mencakup aspek partisipasi dalam pengambilan Keputusan, tetapi
juga akses untuk mengembangkan program pemberdayaan dan sesuai dengan
kebutuhan kelompok rentan seperti pelatihan ketrampilan atau akses layanan
Kesehatan serta memastikam fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan layanan
Kesehatan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat secara adil dan merata.

Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa (2019) juga memaparkan
perlu adanya desa inklusi yang memeberikan ruang kehidupan dan penghidupan
bagi semua warga tanpa terkecuali. Semua dapat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan dan pembangunan desa yang diatur dan dikelola secara terbuka,
ramah, dan merangkul semua perbedaan yang ada. Mewujudkan desa inklusi

tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, namun harus ada partisipasi
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masyarakat secara umum dengan saling memberi peluang terlibat aktif dalam
pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri dan Sejahtera, dibutuhkan sinergi
memenuhi kebutuhan dasar , penyediaan sarana prasarana serta pengembangan
potensi ekonomi lokal melalui pemanfataan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjuan. Dengan demikian, Pembangunan desa dapat terwujud secara
menyeluruh. Inklusi sosial Masyarakat dalam Pembangunan desa diharapkan
mampu menjadi energi baru dalam pemenuhan hak-hak warga masyarakat dalam
pembangunan desa diharapkan dapat memberikan angin segar serta guna
memenuhi hak masyarakat itu sendiri di setiap pembangunan desa. Inklusi sosial
sendiri dapat di pahami sebagai pendekatanm yang betujuan membangun
lingkungan terbuka, dimana setiap orang dari berbagai latar belakang, etnis, status
sosial, kemampuan, maupun kondisi yang berbeda dapat Bersatu tanpa adanya
pemisah. Pembangunan desa dimulai melalui tahapan perncanaan dan
penganggaran. Dana desa wsebagi pintu masuk Pembangunan berkeadilan tercemin
dalam amanat Udang-Udang Desa, menjelaskan pentingnya keterlibatan luas
Masyarakat dalam proses perencanaan. (Umamur Rais, 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menegaskan keterkaitan tata kelola
pemerintah desa dengan inklusi sosial dalam Pembangunan. Antara lain penelitian
yang dilakukan oleh (Wahyudi et al, 2024) dengan judul upaya penguatan inkusi
sosial terukti efektif dalam mendorong peran aktif pemerintah dan seluruh
jajarannya untuk terus mengemangkan pendekatan pemangunan partisipatif yang
inlusif dan erkelanjutan. didesa. Penelitian lain (Chandra dinata, 2022) dengan

judul tata kelola desa inklusi di desa bedali kecamatan lawang kabupaten malang
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menunjukkan bahwa pengembangan dan pembangunan desa inklusif perlu
penyiapan infrastruktur untuk mengembangkan potensi agar penyandang disabilitas
dapat berkarya dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional. Kemudian yang
terkahir penelitian (Gutama dan Widayahseno, 2020) dengan judul penerapan
inklusi sosial dalam pembangunan desa hasil kajian dari penelitian ini kebijakan
pembangunan membawa masyarakat untuk inklusi (terlibat) dalam pembangunan
desa yang mengarah pada pemenuhan hak masyarakat, ekonomi masyarakat,
kepartisipasian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, namun terkendala
oleh kelambatan rekonstruksi sarana dan prasarana serta tidak ada pembaharuan
atau inovasi yang dikembangkan dalam komoditas home industry (Industri
Rumahan) masyarakatnya.

Desa Sumber Gede yang terletak di Kecamatan Wringinanom Kabupaten
Gresik merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan
manusia yang signifikan. Desa sumbergede berada di bagian Selatan di Kabupaten
Gresik dan merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan Kabupaten
Mojokerto. Desa Sumber Gede memiliki jarak tempuh 8 Km dari kecamatan
Wringinanom dan 36 Km dari ibu kota kabupaten Gresik. Dengan letak
geografisnya penduduk Desa Sumber Gede kebanyakan bermata pencaharian
sebagai petani. Namun, tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan desa tersebut
tidaklah sedikit. Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu masalah yang
utama yang perlu diatasai agar semua lapisan Masyarakat dapat merasakan manfaat
dari Pembangunan. inklusi sosial menekankan pentingnya keteribatan semua
kelompok Masyarakat dalam proses Pembangunan. di Sumber Gede inklusi sosial

menjadi suatu keharusan, mengingat keberagaman budaya, ekonomi dan
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Pendidikan yang ada di desa ini. Pentingnya partisipasi Masyarakat dalam
pengambilan Keputusan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan inklusi sosial.

Hal ini mendorong pemerintah desa, sesuai dengan mandat Undang-Undang
Desa, untuk memberikan ruang bagi kelompok marginal agar ikut serta dalam
proses Pembangunan. partisipasi masyarakat miskin penyandang disabilitas , dan
Perempuan dalam musyawarah desa menjadi wujud nyata pemenuhan hak serta
kesempatan bagi mereka untuk terlibat aktif. Keterlibatan kelompok marginal inin
diharapkan mampu menjadikan Pembangunan Desa Sumber Gede berjalan optimal
serta sesuai dengan tujuan Undang-Undang Desa. Namun, seperti banyak desa
lainnya, tantangan dalam inklusi sosial Pembangunan desa yang sering dihadapi
tata kelola pemerintahannya seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan, kurang optimalnya distribusi sumber daya, serta
adanya kesenjangan akses antar kelompok masyarakat. Hal ini menjadi hambatan
dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan pondasi kokoh bagi
kemajuan dan kesejahteraan desa. Sebagai jantung pemerintahan desa tata kelola
adalah kunci untuk mencapai inklusi sosial dalam pembangunan. Good govermance
menjadi landasan penting yang kini sanagat diharapkan oleh seluruh warga negara.
Oleh karena, Pembangunan desa hanya dapat erhasil apaila dilaksankan melalui
system, model, dan mekanisme yang sesuai. Program system peningkatan kota
mencerminkan koordinasi antara dua unsur utama yaitu keijakan pemerintah dan
peran serta masyarakat. dengan menggunakan prinspi-prinsip dengan adanya
partisipasi Masyarakat guna membentuk berbagai seuatu kegiatan-kegiatan dalam

pemerintahan yang umum serta dalam Pembangunan, adanya akuntabilitas yang
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merupakan suatu kewajiban-kewajiban guna mempertanggungjawabkan dalam
proses Kinerjanya dan adanya tranparansi dan keterbukaan dalam Masyarakat yang
tidak hanya memberikan atau mengakses atau suatu bentuk kebijakan melainkan
sebagai peran dalam proses membuat perumusannya (Fajar, 2023). Dalam
implementasinya, good governance harus melibatkan tiga komponen utama, yakni
pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rohman et al., 2019). Implementasi tata
kelola yang inklusif meliputi perencanaan Pembangunan desa dengan proses
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
Rencana Kerja Pemerinta Desa (RKPDes) dengan melaksanakan kegiatan
musyawarah desa dan melibatkan seluruh elemen Masyarakat, pelaksanaan
program inklusif dengan melakukan pemberdayaan Perempuan, penyediaan
layanan khusus untuk disabilitas.

Di Desa Sumber Gede, penting untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah
desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola ini dalam program-program
pembangunan Yyang ada. Dengan strategi menyediakan pelatihan dan
pendampingan dan Masyarakat tentang prinsip-prinsip tata kelola yang balik,
mengembangkan sistem informasi desa yang terintergrasi untuk meninhkatkan
transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyrakat, membentuk Lembaga-
lembaga desa yang kuat dan resperentatif seperti Badan Permusyaratan Desa (BPD)
dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Dengan meliatakna masyarakat
dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pemangunan, diharapakan tercipta
kesadaran akan rasa kepemilikan dan tanggung jawa ersama terhadap hasil
pemangunan yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas program-

program tersebut. Strategi tersebut diterapkan secara konsisten dan implementasi
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tata kelola yang baik menjadi langkah strategis untuk menjamin bahwa seluruh

masyarakat dapat berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara adil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pelaksanaan Tata Kelola pemerintah desa di Desa Sumber Gede
dalam mewujudukan inklusi sosial Pembangunan desa?
Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa

dalam menerapkan prinsip tata Kelola yang inklusif di Desa Sumber Gede?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Untuk menganalisis bagaimana impelemtasi tata Kelola pemerintah desa di
Desa Sumber Gede dalam mewujudukan inklusi sosial Pembangunan desa.
Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah
desa dalam menerapkan prinsip tata Kelola yang inklusif di Desa Sumber

Gede.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak dan manfaat sebagai

berikut:

1.

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi
ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan
dengan tata Kelola pemerintah dan inklusi sosial

Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi untuk
menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi pemerintahan dan
penelitian ini memberikan masukan terhadap pengendalian internal yang

telah diterapkan
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3. Bagi universitas
hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau refrensi bagi
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan.

1.5 Batasan Penelitian
Batasan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Sumber Gede sebagai Lokasi utama.
Temuan penelitian ini difokuskan pada tata Kelola pemerintah Desa Sumber Gede
dan tidak secara langsung mewakili desa lain.

Penelitian ini didefinisikan sebagai keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,
khuususnya kelompok rentan, dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program Pembangunan desa.

Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa, yaitu
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas dan keadilan sosial dalam
inklusi sosial Pembangunan desa dan berfokus pada aspek inklusi sosial seperti
Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi.

Penelitian dilakukan dalam periode waktu tertenty yang mencakup tahun
berjalan. Sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan mungkin tidak
mencerminkan perubahan yang terjadi di masa mendatang.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB | Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalag, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini juga
memuat penjelasan tentang pentingnya tata kelola pemerintah desa dan inklusi
sosial dalam Pembangunan desa
BAB Il Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan kajian Pustaka dan konsep-konsep yang relevan
dengan penelitian. Focus pembahsan meliputi kajian penelitian terdahulu yang

mendukung penelitian ini, teori penunjang, pengertian dan prinsip tata kelola
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